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ABSTRAK 

 

Perkembangan media canggih dan modern ditandai dengan keluarnya barang-

barang dalam bidang komunikasi contohnya handphone, seiring berjalan nya waktu 

handphone sering mengalami kerusakan yang beragam. Maka munculah beragam 

konter yang menawarkan jasa service diantara nya Irama Cell Jl.H.Agus Salim, 

Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Di 

konter ini terjadi penambahan biaya service secara tiba-tiba saat proses service 

dilakukan. Penambahan ini tidak sesuai dengan akad awal dan tambahan biaya 

tersebut tanpa persetujuan kedua belah pihak. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana terjadinya pratik 

penambahan biaya service handphone di luar kesepakatan di Irama Cell Jl H.Agus 

Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung. 

2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Penambahan biaya Service Handphone 

di luar kesepakatan di konter tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :1) 

mengetahui bagaimana terjadinya praktik penambahan biaya service handphone di 

luar kesepakatan di Irama Cell Jl.H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan 

Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. 2) mengetahui dan memahami bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya service handphone tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach). Sifat penelitian 

adalah deskriptif, sumber datanya langsung didapat dari pemilik, pekerja, konsumen 

dan dengan bantuan buku-buku yang berkaitan dengan judul. sampelnya adalah 

pemilik, karyawan dan para konsumen di Irama Cell yang dijadikan responden. 

Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekontruksi 

data, sistematika data. Analisa data menggunakan analisis kualitatif dengan 

pemdekatan berfikir deduktif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan praktik upah 

mengupah yang terjadi di Irama Cell terdapat unsur penipuan dari pihak konter dan 

tidak terdapatnya kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. sebelum 

dilakukannya service terjadi proses pengecekan kerusakan terlebih dahulu namun saat 

proses pengambilan terdapat tambahan biaya dengan alasan kerusakan yang tidak 

ada. Dan apabila dilihat dari Tinjauan Hukum Islam tentang penambahan biaya 

service handphone di luar kesepak-atan awal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 
Oleh karena itu salah satu pihak mengalami kerugian karena menguntungkan satu 

pihak yang lain, hal ini sama saja disebut riba dan terdapatnya unsur penipuan 

(tadlis) yang dilakukan oleh pihak konter. Unsur penipuan dalam kesepakatan ini 

dilarang dan haram hukum nya dalam Islam. 

  





MOTTO 

 

                            

               

Artinya : "dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui". (Q.S. Al-

Baqarah (2) :188) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

   Adapun untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian terhadap 

judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu arti kata-

kata yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu: TINJAUAN HUKUM 

ISLAM TENTANG PENAMBAHAN BIAYA SERVICE HANDPHONE 

DI LUAR KESEPAKATAN (Studi di Irama Cell Jl. H.Agus Salim, 

Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar 

Lampung). 

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.
1
 

2. Hukum Islam mengenai norma-norma keagamaan Islam yang mengatur 

kehidupan manusia. Sedangkan pengertian menurut ahli fiqh adalah 

“koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari‟at atas 

kebutuhan masyarakat. Maka hukum Islam dalam penelitian diartikan 

sebagai kumpulan peraturan dalam agama islam baik peraturan yang 

ditetapkan oleh Allah SWT. atau sunnah rasul atau ijtihad para Ulama”.
2
 

3. Biaya Service adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan 

(mendirikan, melakukan, dan sebagainya) atau bisa disebut ongkos, 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama,2011), h.1470. 
2
 Hasbi Ash-shiddieqi, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan bintang,1975), h.44. 



belanja, pengeluaran untuk service atau perbaikan. Pengertian dari 

perbaikan itu sendiri adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan 

fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat 

tersebut pada kondisi semula.
3
 

4. Handphone adalah alat komunikasi tanpa kabel yang sering disebut 

dengan telepon genggam. Karena jenis telepon ini sengaja dirancang 

untuk kemudahan pemakaian yang dapat menunjang mobilitasnya.
4
 

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dalam Skripsi ini untuk 

menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam mengenai 

PENAMBAHAN BIAYA SERVICE HANDPHONE DI LUAR  

KESEPAKATAN (Studi di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa 

Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung). 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar penulisan untuk memilih judul ini 

sebagai bahan untuk penelitian, yaitu : 

1. Alasan Objektif 

Secara Objekif, terdapat penambahan biaya service handphone yang 

terjadi di Irama Cell Jl H.Agus Salim,Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan  

                                                             
3
 Arif,Farmasetika,(Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2007),h.39. 

4
 Misky,Kamus Informasi dan Teknologi,(Jakarta:EDSA Mahkota,2005),h.67.  



Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung. penambahan biaya ini tidak 

sesuai dengan rukun dan syarat dalam kesepakatan, oleh karenanya saya 

tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut. 

2. Alasan Subjektif 

a. Tinjauan hukum Islam tentang penambahan biaya service handphone 

di luar kesepakatan menarik untuk dibahas, juga terdapat sarana yang 

mendukung dalam penulisan skripsi ini seperti literatur-literatur yang 

menunjang seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan untuk 

menunjang referensi kajian data dalam usaha menyelesaikan laporan 

proposal ini maka sangat memungkinkan penulis untuk melakukan 

penelitian.  

b. Pembahasan mengenai penambahan biaya service handphone di luar 

kesepakatan ini masih belum ada di fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

c. Judul skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah 

(Mu‟amalah). 

 

 

 

 

 

 



C. Latar Belakang Masalah  

Islam merupakan agama rahmatan lil’alamin, yaitu agama Allah SWT 

yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia  baik kehidupan dunia 

maupun diakhirat (al-falah).
5
 Islam memberikan petunjuk bagi manusia 

mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan yang benar, tidak hanya 

terbatas dalam hubungan pribadi antara seorang manusia dengan pencipta-

Nya (hablum minallah). namun juga hubungan antara manusia dengan 

manusia lainya (hablum minanas) termasuk juga dengan alam sekitarnya.
6
 

Agama Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk 

saling tolong-menolong (ta’awun), menyayangi (mawadah), dan persaudaraan 

(ikha’). Hal ini seperti firman Allah SWT  : 

                           

        7   

Artinya : “ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya”.
8
 

                                                             
5
 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta:Kencana,2007),h.3. 

6
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis  Fiqh dan Keuangan, (Jakarta:Rajawali 

Pers,2009),h.2. 
7
  Qs. Al-Maidah (5) : 2 

8
 Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta:Yayasan 

Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Qur‟an,1986), h.157  



Dalam Islam, upah  dikenal dengan ujrah. Upah itu sendiri merupakan 

salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara 

seseorang dengan orang lainya, yang termasuk dalam kategori akad yang 

dikenal dengan istilah Al-ijarah. Oleh karena itu untuk dalam melakukan akad 

tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang ada di dalam ijarah itu 

sendiri.
9
 Dalam akad ijarah kedua belah pihak harus saling sepakat satu sama 

lain. Ijarah seperti sebuah akad yang kedua belah pihak wajib memenuhi 

perjanjian yang telah dibuat. Hal ini seperti firman Allah SWT : 

                             

                        10
 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 

yang dikehendaki-Nya”. 11 

Saat ini perkembangan teknologi telah membawa perubahan di segala 

bidang, salah satunya kemajuan teknologi dibidang komunikasi. Banyak 

kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat pengaruh positif dari 

kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah dengan 
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berkembangnya media canggih dan moden, seperti keluarnya barang-barang 

yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat dalam bidang komunikasi.
12

 

salah satunya adalah handphone, Handphone merupakan salah satu dari 

produk kemajuan tekonologi dibidang komunikasi yang sangat memudahkan 

manusia dalam melakukan hubungan sesama manusia. 

Seiring berjalannya waktu handphone sering mengalami kendala 

dalam hal penggunaanya, kendala ini sering kali mengakibatkan handphone 

mengalami kerusakan yang beragam. Oleh karena nya sekarang banyak sekali 

konter handphone yang menawarkan jasa untuk memperbaiki kerusakan 

mesin pada handphone. Seperti yang terjadi di Jl.H.Agus Salim Tj. Karang 

pusat terdapat konter yang memberikan jasa service handphone yang 

mengalami kerusakan, Biaya yang dikeluarkan untuk service handphone pun 

beragam sesuai dengan kerusakan yang terjadi pada handphone tersebut.  

 Karena kerusakan yang beragam ini membuat konter-konter tempat 

service handphone memasang tarif yang kadang tidak sesuai dengan 

kerusakan handphone tersebut dan sering pula terjadi kerusakan saat proses 

service yang tiba-tiba sehingga terjadi penambahan biaya yang tidak sesuai 

dengan kesepakatan awal. Contoh nya si pelanggan A menservis handpone 

nya di sebuah konter, kemudian konter tersebut menjelaskan kerusakan dan 

menetapkan biaya nya. kemudian pelanggan setuju dengan biaya tersebut. 

Tetapi, ketika pelanggan mengambil handphone tersebut terjadi penambahan 

biaya secara tiba-tiba. Pemilik konter berdalih handphone tersebut mengalami 
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kerusakan lain. jadi sebagai pelanggan mau tidak mau tetap harus membayar 

biaya tersebut padahal jelas dari awal kerusakan tersebut tidak ada. 

Upah seharusnya diberikan sesuai dengan jasa yang telah dikeluarkan. 

Apabila ada ketidaksesuaian tentu akan merugikan salah satu pihak. Seperti 

firman Allah SWT : 

                           

           
13  

Artinya : “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 

mengetahui”.
14

 

Penambahan biaya service secara tiba-tiba yang tidak sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat diawal ini tentu menimbulkan kerugian dari 

pihak konsumen konter handphone tersebut. 

Melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas bagaimana 

kacamata hukum Islam menanggapi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-

oknum yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan nya. 
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D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah 

1. Fokus penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam tentang Penambahan 

Biaya Service Handphone Di luar Kesepakatan di Irama Cell Jl H.Agus 

Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota 

Bandar Lampung. 

2. Batasan penelitian ini adalah hanya membatasi sesuai dengan judul 

yang akan penulis teliti yaitu Tinjauan Hukum Islam tentang 

Penambahan Biaya Service Handphone Di luar kesepakatan di Irama 

Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang 

Pusat, Kota Bandar Lampung. 

 

E. Rumusan Masalah 

  Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini: 

1. Bagaimana pratik penambahan biaya service handphone di luar 

kesepakatan  di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, 

Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang Penambahan biaya Service 

Handphone di luar kesepakatan di Irama Cell Jl H.Agus Salim, 

Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar 

Lampung? 

 



F. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui praktik penambahan biaya service handphone di luar 

kesepakatan di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, 

Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam tentang 

penambahan biaya service handphone di luar kesepakatan di Irama Cell 

Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, 

Kota Bandar Lampung. 

 

G. Signifikansi/Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi 

teoritis maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam tentang 

penambahan biaya service handphone di luar kesepakatan yang 

diharapkan mampu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam 

artian yang membangun. 

 

 

 

 



2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan  dan masukan, khususnya bagi masyarakat di Jl 

H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang 

Pusat, Kota Bandar Lampung tentang penambahan biaya service 

handphone di luar kesepakatan. 

b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di 

jurusan Muamalah, fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam  penelitian ini  adalah 

metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasanya, karena metode 

kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah 

datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, 

maka di butuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-

langkah tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field 

resarch).Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah 



kehidupan yang sebenarnya.
15

 Karena penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan 

pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi 

penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti 

tentang terjadinya penambahan biaya service handphone di luar 

kesepakatan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 

bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis 

dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan 

antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.
16

 Metode 

desktiptif pada hakikatnya adalah mencari teori bukan untuk menguji  

teori metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah. 

Penelitian  bertindak sebagai pengamat. 

3. Sumber data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
17

 Biasanya 

melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Dalam 
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penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pemilik, pekerja 

dan konsumen di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa 

Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang berfungsi menjadi mendukung dari 

masalah dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan dokumen 

penting yang berhubungan dengan penambahan biaya service 

handphone di luar kesepakatan. 

4. Populasi dan Sampel  

a.  Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
18

  Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga 

obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau 

obyek itu. Adapun populasi dalam penelitian adalah 1 pemilik 

konter, 3 karyawan yang bekerja di konter, serta kurang lebih 106 

orang konsumen konter tersebut dalam jangka waktu sebulan. Jadi, 

populasi dalam penelitian berjumlah 110 orang, yang terdiri dari 

pemilik, karyawan serta konsumen. 
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b. Sampel  

Sampel adalah adalah bagian atau wakil populasi yang 

diteliti.
19

 Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan rumusan 

yang dikemukakan oleh Arikunto, yang apabila subjeknya kurang 

dari 100 orang maka akan di ambil semua sehingga penelitian ini  

merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi 

100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Karena 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 110 orang , maka dapat 

diambil 10% nya yaitu berarti sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 11 orang yakni 1 pemilik konter, 3 karyawan, dan 7 

orang konsumen.  

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa 

Teknik pengumpulan data yaitu : 

a. Wawancara (interview) 

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling 

berhadap-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok 

permasalahan  tertentu.
20

 Penelitian ini menggunakan wawancara 

secara bebas, yaitu  dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-
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pertanyaan yang telah ditentukan, dan yang berkaitan dengan 

permasalahan.  

Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

fakta-fakta atau keterangan dari pemilik konter dan konsumen di 

Irama Cell. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik 

penambahan biaya service handphone di Irama Cell Jl H.Agus 

Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota 

Bandar Lampung menjadi objek penelitian. metode wawancara 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas 

(tidak berstruktur), sehingga responden secara spontan dapat 

mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan 

demikian bisa diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai 

masalah yang sedang diteliti kepada pemilik konter Irama Cell. 

b. Observasi 

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data 

penelitian dengan pengamatan.
21

 Peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara 

yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak 

semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-

data yang di butuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah 

mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau Digambar. Dalam 
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penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana bisa 

terjadinya penambahan biaya service di konter Irama Cell. 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.
22

 

Dokumentasi ini dilakukan di Irama Cell Jl H.Agus Salim, 

Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar 

Lampung. 

6. Pengolahan Data 

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, 

kemudian di atas tersebut diolah dengan cara: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengoreksi data yang telah 

dikumpulkan,karena kemungkinan data yang masuk atau data yang 

terkumpul tidak logis dan meragukan. 

b. Rekontruksi data (rekontrucing) yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami.  

c. Sistematika data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
23
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7. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode 

berfikir deduktif adalah metode Analisa data dengan cara bermula dari 

data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

 

 

 

 



28 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Akad Ijarah (Upah-mengupah) 

a. Pengertian akad ijarah (Upah-mengupah) 

Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan 

janji atau perjanjian , yaitu kata wa’ad (al-wa’du), akad (al-‘aqdu), ‘ahd 

(‘al-ahdu), dan iltizam dalam bahasa Indonesia, juga terdapat kata janji , 

perjanjian perikatan, persetujuan, dan lainya. Secara umum kata-kata 

tersebut sering dianggap sama atau mempunyai pengertian yang serupa. 

Akan tetapi, dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan 

impilikasi yang berbeda. 
24

 lafal akad berasal dari lafal Arab al-aqd 

yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq.
25

  

Dalam terminologi hukum Islam akad mendefinisikan sebagai berikut : 

„akad adalah pertalian atara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara‟ 

yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya‟. Yang dimaksud 

dengan ijab adalah definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan 

kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut 

sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau 
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ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya 

dinamakan pihak kedua, menerima dan meyetujui pernyataan ijab.
26

 

Secara etimologi (bahasa) aqad mempunyai beberapa arti, antara lain : 

1) Mengikat (ar-aabthu), yaitu : mengumpulkan dua ujung tali atau 

mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung 

kemudian menjadi sepotong benda. 

2) Sambungan (aqdatun), yaitu : sambungan yang menjadi memegang 

kedua ujung itu mengikatnya. 

3) Janji (al-ahdlu) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an : 

                 27
 

Artinya : Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.
28

 

Firman Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 1 yakni : 

                         

                       

     
29 

Artinya : hai orang-orang beriman penuhi aqad-aqad itu. Dihalalkan       

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
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(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.
30

 

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas segala sesuatu yang 

dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri.
31

 

Pengertian akad secara khusus yang dikemukakan ulama fiqih adalah 

perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan 

syara yang berdampak pada objeknya atau pengaitan ucapan salah 

seorang yang berakad dengan yang yang lainya secara syara pada segi 

yang tampak dan berdampak pada objeknya.
32

 

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa 

Indonesia ialah ganti atau upah.
33

 menurut syara’ ijarah adalah 

perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil 

dari manusia. Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan 

disertai kompensasi.
34

 

Ada beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama : 

1) Ulama Hanafiyah:  

Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemikiran manfaat yang 

diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. 
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2) Sayyid Sabiq: 

Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan 

pergantiaan.
35

 

3) Ulama Asy-Syaffiyah: 

Al-ijarah adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh 

syara’ disertai sejumlah imbalan yang diketahui. 

„Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu 

dan mubah, serta menerima pengganti atas kelebihan dengan 

pengganti tertentu‟. 

4) Ulama Hanabillah: 

Al-ijarah adalah akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh 

syara’ dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambil sedikit 

demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya ‘iwadah. 

5) Ali al-khaff 

Al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan 

imbalan. 

6) Idris Ahmad 

Upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan 

memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. 
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7) Saleh Al-fauzan  

berpendapat bahwa ijarah dimaknai sebagai jual beli jasa (upah-

mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia dan 

mengambil manfaat dari barang.  

Dari definisi di atas dapat disimpulakan bahwa ijarah adalah 

menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Secara umum ijarah 

didefinisikan sebagai akad atau manfaat yang diperbolehkan, yang 

berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam 

jangka waktu yang dketahui,atau akad atas perkerjaan yang diketahui 

dengan bayaran yang diketahui dan disepakati.
36

 

b. Dasar hukum akad ijarah (Upah-mengupah) 

Melihat uraian di atas, rasanya mustahil apabila manusia bias hidup 

berkecukupan tanpa hidup ber-ijarah dengan manusia lain. Karena itu, 

boleh dikatakan bahwa pada dasarnya akad ijarah  adalah salah satu 

bentuk aktivitas antara kedua belah pihak yang berakad guna 

meringankan salah satu pihak atau saling meringankan.serta salah satu 

bentuk tolong menolong yang dijarkan oleh Islam. Akad Ijarah 

merupakan salah satu bentuk jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh 

sebab itu, para ulama menilai bahwa akad ijarah ini merupakan suatu 

hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.
37
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Dasar hukum akad ijarah terdapat dalam Al-Qur‟an, al-Sunnah dan 

al-Ijma‟. 

1) Al-Qur‟an 

a) Terdapat dalam Al-Qur‟an Surat at-Talaq ayat 6 : 

                       

                 
38  

Artinya : “Kemudian jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu 

sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu 

untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; jika 

kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 

menyusukan”.
39

                                                                                      

                                          

b) Terdapat dalam Al-Qur‟an Surat al-Baqarah 233: 

                     

                         40 

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 
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menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan‟‟.
41

 

c) Terdapat dalam Al-Qur‟an Surat al-Qashas 26 : 

                       

    
42

                                                                        

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
43

 

2) Hadist  

a) Hadist Rasullulah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah  

 ..جْرَهُ قبْلَ أَنْ يِجفَّ عَرَقُهُ أَعْطُوا الَأ جِيَر أَ 
44
 )رواه...( 

„„Berikanlah oleh mu upah buruh itu sebelum keringatnya 

kering.‟‟ (HR.Ibnu Majah). 

b) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas: 

..عْطِ الحجَُام أَجْرهُ اِ حْتجِمْ و اَ 
45
 ))رواه... 

„„Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya 

kepada tukang bekam itu.‟‟ (HR Bukhari dan Muslim). 
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dua hadist tesebut menegaskan tentang praktek upah mengupah 

kepada seseorang yang berkerja kepada orang lain. Hadist pertama 

menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang 

diperkerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad 

upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktekan. 

Hal ini sekaligus mendapat konfirmasi pada hadist kedua yang 

mendeskripsikan bahwa Rasulullah SAW mempraktekan akad ini. 

Atas beberapa hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa akad ijarah  

merupakan akad yang diakui keberdaanya oleh hukum Islam. 

3) Ijma‟  

Para ulama sepakat bahwa akad ijarah itu dibolehkan dan tidak 

ada seseorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma‟) ini.
46

 

Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuan 

nya untuk kemslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan 

akad ijarah.  

Jadi, berdasarkan nash al-Qur‟an, Sunnah (hadis) dan ijma‟ tersebut di 

atas dapat ditegaskan bahwa hukum akad ijarah dalam hal upah 

mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai 

dengan syara‟. 
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c. Rukun dan Syarat Ijarah (Upah-mengupah) 

1) Rukun ijarah 

Secara etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang 

harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkerjaan.
47

 Menurut hanafiyah, 

rukun dan syarat hanya ada satu, , yaitu ijab dan qabul, yaitu 

pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Menurut 

jumhur ulama bahwa rukun ijarah ada 4 (empat), yaitu : 

a) Muta’aqiadin (dua pihak yang bertransaksi).
48

  

Dua pihak yang bertransaksi disebut mu’jir dan musta’jir. 

mu’jir adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang 

lain untuk mengerjakan suatu perkerjaan tertentu. Musta’jir 

adalah orang yang menyumbangkan tenaganya. Mu’jir dan 

musta’jir adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau 

upah-mengupah. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad  

disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan 

dapat membedakan. Jika salah satu seorang itu gila atau anak 

kecil yang belum dapat membedakan baik dan buruk. Maka akad 

menjadi tidak sah.   
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b) Sighat, yaitu ijab dan qabul 

Sighat adalah transaksi ijarah adalah sesuatu yang digunakan 

untuk mengungkapkan maksud muta’aqiadin, yakni berupa lafal 

atau sesuatu yang meyakini nya, seperti lafal mengupah 

seseorang. Upah mengupah ini berarti ijarah kemudian orang 

yang diupah menyetujuinya. 

Jika Muta’aqiadin mengerti lafal sighat, maka ijarah telah sah 

apapun lafal yang digunakan karena syari‟ tidak membatasi lafal 

transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.
49

  

c) Al-ujrah (upah) 

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pengupah 

sebagai kompensasi dari manfaat yang diterimanya. Alat tukar 

yang dapat digunakan dalam jual beli juga dapat digunakan 

dalam ijarah. Seperti dirham, barang-barang yang dukar dan 

ditimbang, dan barang-barang yang dapat dhitung. Sehinggga hal 

itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukuranya. 

d) Ma’qῡd‘alaih (manfaat yang ditransaksikan). Barang yang 

disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. 

Cara untuk mengetahui ma’qud alaih adalah dengan menjelaskan 

manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis 

perkerjaan.
50
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2) Syarat ijarah 

Syarat adalah ketentuan (peraturan/petunjuk) yang harus 

dilakukan dan harus diindahkan. Menurut Satria Effendi M.Zein 

bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki 

adanya sesuatu yang lain.
51

  

Syarat ijarah terdiri dari 4 (empat), sebagaimana syarat jual 

beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz (syarat 

pelaksanaan akad), syarat sah, syarat lazim. 

a) Syarat terjadinya akad 

Syarat in’inqad (terjadinya akad) berkaiatan dengan aqid, zat 

akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-

beli, menurut ulama Hnafiyah,’aqid (orang yang melakukan 

akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun) 

serta tidak isyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan 

barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang 

sah bila telah diizinka walinya.
52

  

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat 

ijarah, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan 

demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung 

pada keridaan walinya. 
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Ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah mensyaratkan orang yang 

berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan 

Mumayyiz belum dikategorikan ahli akad.
53

 

b) Syarat Pelaksanaan (An-nafadz) 

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia 

memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian 

ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak 

memiliki kekuasaan atau diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat 

menjadikan adanya ijarah. 

c) Syarat Sah Ijarah (Upah-mengupah) 

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan aqid (orang yang 

berakad), mu’qud’ allaih (barang yang menjadi objek akad), 

ujrah (upah), dan zat akad (nafs al-‘aqad), yaitu : 

1. Aqid (orang yang melakukan akad) 

a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad 

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT  

                 

                  

               
54
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu,  Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.
55

 

b. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan 

baik mu’jir dan musta’jir. 

c. Ma’qud ‘allaih bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan 

pada ma’qud ‘alaih (barang) menghilangkan pertentangan 

dintara aqid. Diantara cara untuk mengetahui ma’qud ‘alaih 

(barang) adalah dengan jelas manfaatnya, pembatasan 

waktu, atau menjelaskan jenis perkerjaan jika ijarah atas 

perkerjaan atas jasa seseorang ketika transaksi dilakukan. 

d. Ma’qud alaih harus dapat memenuhi Syara‟. Dipandang 

tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, 

sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah 

menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk 

membersihkan masjid, sebab diharamkan syara‟. 

e. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara‟. 

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara 

yang dibolehkan syara‟. Para ulama sepakat melarang 
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ijarah baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat 

ataupun berbuat dosa. Tidak mengupah untuk perkerjaan 

yang tidak diwajibkan kepadanya.  

2. Ma’aqud ‘alaih (barang yang menjadi objek akad). Syarat 

barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. 

3. Ujrah (upah) 

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui 

b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah 

seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan 

menempati rumah tersebut. 

4. Syarat yang kembali pada rukun akad 

Akad diisyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang  

tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak 

akad. 

5. Syarat kelaziman ijarah terdiri atas : Ma’qud ‘alaih (barang 

yang menjadi objek akad) terhindar dari cacat dan Tidak ada 

unsur yang dapat membatalkan akad, unsur yang dimaksud 

adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan 

bagi yang melakukan akad.
56
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d. Bentuk-bentuk ijarah (Upah-mengupah) 

Menurut objeknya , ijarah dibagi menjadi 2 macam, yaitu : 

1) Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa dalam ijarah 

bagian pertama ini, objek akad nya adalah manfaat dari suatu benda. 

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa 

rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu 

merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara‟ untuk 

dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh 

dijadikan sewa-menyewa. 

2) Ijarah atas perkerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah 

bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau perkerjaan 

seseorang. Memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu 

perkerjaan. Al-ijarah seperti ini hukumnya boleh apabila jenis 

perkerjaan itu jelas, seperti tukang service, tukang jahit, buruh 

pabrik, Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti 

menggaji seorang pembantu rumah tangga yang bersifat serikat, 

yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk 

kepentingan orang banyak, seperti tukang service, buruh pabrik dan 

tukang jahit.
57

 

Pada ijarah tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada ijarah 

benda terdapat hukum jual beli.  Terdapat beberapa jenis ijarah, antara 
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lain ijarah ‘amal, ijarah ‘ain/ijarah muthalaqah, ijarah muntahiya 

bittamlik, dan ijarah multijasa. 

1) Ijarah ‘Amal 

Ijarah ‘Amal digunakan dalam memperoleh jasa dari seseorang 

dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa 

disebut mustajir dan perkerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan 

kepada ajir disebut ujrah. Dalam bahasa inggris dari ujrah adalah 

fee. 

2) Ijarah ‘Ain atau Ijarah Muthlaqah (Ijarah murni) 

Ijarah ‘Ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan 

asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset itu tanpa 

harus memindahkan kepemilikan dari asset itu. Dengan kata lain, 

yang dipindahkan hanyalah manfaah (usufruct). Ijarah ‘ain didalam 

bahasa inggris adalah term leasing. Dalam hal ini, pemberi sewa 

disebut mu’jir dan penyewa adalah mustajir dan harga untuk 

memperoleh manfaah disebut dengan ujrah. Dalam akad ijarah ‘ain, 

tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa 

untuk membeli asset tersebut selama masa sewanya atau di akhir 

masa sewanya. Pada ijarah ‘ain yang menjadi objek sewa-menyewa 

adalah barang. 

3) Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Ijarah Muntahiya Bittamlik atau disingkat IMBT merupakan 

istilah yang lazim digunakan di Indonesia, yang dimaksud ijrah 



muntahiya bittamlik adalah sewa-menyewa antara pemilik objek 

sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa 

yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa baik 

dengan jual beli atau pemberian (hibah)pada saat tertentu sesuai 

akad. 

4) Ijarah Multijasa  

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-

MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multijasa, yang dimaksud 

dengan pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam 

memperoleh manfaat atas suatu jasa.
58

 

e. Ketentuan Hukum dalam praktik ijarah (Upah-mengupah) 

1) Pembayaran upah atau sewa 

Sebelumnya pernah disinggung bahwa pemberian upah atau 

imbalan dalam ijarah harus sesuatu yang bernilai , baik itu berupa 

uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang 

berlaku.
59

 

Jika ijarah itu suatu perkerjaan, maka kewajiban pembayaran 

upahnya pada waktu berkahirnya perkerjaan. Bila tidak ada 

perkerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak isyaratkan 

mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhan nya, 
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menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur 

sesuai dengan manfaat yang diterimanya. 

2) Hak atas upah 

Ajir khass berhak atas upah yang telah ditentukan apabila ia 

telah menyerahkan dirinya kepada musta’jir dalam waktu 

berlakunya perjanjian itu, meskipun ia tidak mengerjakan apapun, 

karena misalnya perkerjaan memang tidak ada. Hak atas upah itu 

masih dikaitkan pada syarat bahwa ajir khass menyerahkan diri 

kepada musta’jir itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk 

melakukan perkerjaan yang dimaksud. Apabila musta’jir 

tidakmemrlukan lagi tetapi masih dalam waktu berlakunya 

perjanjian itu, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada 

ajir khass, kecuali apabila pada diri ajir terdapat halangan yang 

memungkinkan untuk berkerja sesuai dengan isi perjanjian.
60

  

3) Konsep upah dalam Islam 

Tenaga kerja dan upahnya tidak dapat dipisahkan karena 

keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dan keduanya harus 

berkesinambungan. Berikut beberapa konsep upah dalam Islam 

yaitu: 
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a) Keadilan 

Dalam sistem ekonomi Islam penetapan upah didasarkan pada 

kejujuran dan rasa keadilan pada buruh dan majikan, sehingga 

tidak terjadi tindakan aniaya terhadap buruh dan juga tidak 

merugikan kepentingan majikan. Penganiayaan yang dimaksud 

adalah mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari 

hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja dari hasil kerja 

nereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan 

penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa untuk 

membayar upah melebihi kemampuan mereka.
61

 

b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan  

Islam memandang upah tidak hanya sebatas imbalan yang 

diberikan kepada perkerjaan melainkan terdapat nilai-nilai 

moralitas yang merujuk pada nilai kemanusiaan. Transaksi ijarah 

diberlakukan kepada seorang ajir (perkerja) atas jasa yang telah 

mereka lakukan. Sedangkan upahnya ditakar berdasarkan pada 

jasanya. 

c) Hak menahan barang untuk minta upah dipenuhi  

Ajir berhak menahan barang yang dikerjakan dengan 

maksud agar upah perkerjaanya dipenuhi, dengan ketentuan bila 

dalam perjanjian terdapat persyaratan pembayaran upah dengan 

tunai. Bila selama ditahan barang mengalami kerusakan, ajir 
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tidak dibebani mengganti  kerugian. Karena kesalahanya 

sebenarnya terletak pada keterlambatan musta’jir memberikan 

upah setelah perkerjaan selesai. 

Tetapi bila ada dalam perjanjian tersebut syarat pembayaran 

upah ditangguhkan. Ajir tidak berhak menahan barang setelah 

selesai dikerjakan. Dengan akibat bila menahannya juga, apabila 

tiba-tiba terjadi kerusakan pada bahan yang ditahan itu, ia dapat 

dituntut untuk membayar kerugian atas kerusakan yang 

dimaksud.
62

 

d) Keterangan waktu berlakunya perjanjian  

Apabila perjanjian kerja tertuju pada ajir khass, lama waktu 

berlakunya perjanjian harus diterangkan, dengan akibat bila 

waktu yang diterangkan, dengan akibat bila waktu yang 

diterangkan, perjanjian dipandang rusak, sebab faktor waktu 

perjanjian tersebut menjadi ukuran besar jasa yang diinginkan. 

Tanpa menyebutkan waktu yang diperlukan, objek perjanjian 

menjadi kabur, bahkan tidak diketahui denga pasti, yang 

menimbulkan segketa dikemudian hari.  

Berbeda dengan perjanjian kerja yang ditujukan kepada ajir 

musytarak, menetukan waktu berlakunya perjanjian hanya 

kadang-kadang diperlukan guan menentukan kadar manfaat yang 
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dinikmati bila itu memang harus melalui waktu yang panjang, 

seperti memelihara ternak dan sebagainya. 

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja yang tertuju pada 

ajir musytarak pada umumnya hanya untuk mengira selesainya 

perkerjaan yang dimaksud, yang erat hubunganya dengan besar 

kecil upah yang dibayarkan. Dalam hal ini ajir berhak penuh atas 

upah yang telah ditentukan, bila dapat menyelesaikan perkerjaan 

pada waktu yang telah ditentukan pula.
63

 

f. Berakhirnya ijarah (Upah-mengupah) 

Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah 

disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati 

perjanjian yang telah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi 

waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya 

akad ijarah adalah sebagai berikut : 

1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang 

dijahitkan hilang. 

2) Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad sudah berakhir. 

Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah 

perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut harus 

dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa 

seseorang, maka ia segera dibayar upahnya. Kedua hal ini disepakati 

oleh ulama fiqh. 
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3) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad 

karena akad ijarah, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan 

tetapi menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan 

wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut 

mereka bisa diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu 

mengikuti kedua belah pihak yang berakad. 

4) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu 

pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara terkait utang 

yang banyak, maka al-ijarah itu. Menurut ulama Hanafiyah adalah 

salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, 

seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur 

selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tatpi, jumhur 

ulama, uzur yang boleh mebatalkan akad ijarah itu hanyalah apabila 

objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akad itu 

hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.
64

   

g. Pembayaran jasa terhadap perkerja di luar kesepakatan 

Akad melakukan suatu perkerjaan yang menghasilkan jasa adalah 

suatu akad dimana kewajiban salah satu pihak adalah melakukan 

perkerjaan. Ijarah dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad 

atas beban objeknya adalah manfaat dan jasa yang didalam nya tidak 

boleh adanya unsur-unsur yang dapat merusak kontrak tersebut yaitu : 
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1) Keterpaksaan 

Bila ada keterpaksaan dari salah satu pihak tentu saja ini sama 

saja dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil dan melukai 

salah satu pihak. 

2) Adanya unsur penipuan, penyesatan dengan sengaja oleh salah satu 

pihak terhadap pihak lain dengan memberikan informasi secara 

palsu dan tidak memberikan keterangan secara jelas. 

3) Penyamaran cacat objek, penyamaran ini dimaksudkan agar salah 

satu pihak tidak mengetahui salah satu kekurangan dari objek 

tersebut. 

4) Tidak adanya keseimbangan objek dan harga.
65

  

Dalam hubungan interaksi antar sesama manusia, haruslah berjalan 

dengan baik yang tunduk kepada syari‟ah Islam atau yang keluar dari 

ketentuan kepadanya yang tidak terbatas.  

Adapun transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam antara lain
66

 : 

1) Barang yang menjadi objek perniagaan adalah barang yang 

diharamkan dan dilarang dalam Islam. 

2) Adanya unsur riba dalam transaksi tersebut. 

3) Adanya unsur ketidakjelasan (Gharar). 

4) Adanya unsur penipuan, kecurangan. 
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Dalam sebuah transaksi haruslah memperhatikan keseimbangan 

keadilan dari semua pihak. oleh karena itu dalam melakukan transaksi 

harus ada keridaan yang jelas dan tidak boleh menyembunyikan apapun 

kekurangan objek dalam transaksi tersebut. Suatu transaksi yang 

mengandung unsur penipuan (tadlis) tadlis dalam Islam disebuat juga 

penipuan atau khianat, seseorang yang dikatakan telah melakukan tadlis 

adalah dengan tidak menerangkan secara jelas objek barang tersebut. 

karena tidak adanya kepastian dan transparansi, baik mengenai ada atau 

tidaknya objek akad, besar kecil jumlah dan kekurangan dari objek akad 

tersebut sehingga dalam transaksi dilarang adanya unsur tadlis karena 

tentu saja dapat merugikan salah satu pihak.
67

 

Apabila para pihak akad ijarah berselisih tentang kadar manfaat dan 

upah yang diberikan atau diterima tidak sesuai kesepakatan awal dan 

terdapat unsur tadlis dalam pembayaran jasanya tentu saja ini bukan lah 

ijarah yang sesuai dengan rukun dan syarat ijrah tersebut. 

2. Upah (ujrah) 

a. Pengertian upah (ujrah) 

Ujrah menurut bahasa berarti „upah‟ atau „ganti‟ atau „imbalan‟ , 

dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu 

perbuatan. karena itu lafaz ujrah mempunyai pengertian umum yang 
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meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan 

atau upah karena melakukan suatu kegiatan.
68

 

Dalam bahasa Arab, upah itu disebut ujrah atau ajr, yang 

merupakan bentuk masdar dari kata kerja ya’jir atau ajr, yang berarti 

memberi upah atau hadiah atas suatu perkerjaan. Dari segi bahasa al-

ajru berarti ‘iwadh (ganti) kata, al-ujrah atau, al-ajru yang menurut 

bahasa berarti ganti. Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai 

upah atau ganti perbuatan.
69

 

Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh 

orang yang memberi perkerjaan kepada perkerja atas jasanya sesuai 

dengan perjanjian.
70

 

Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan , upah adalah segala 

macam bentuk penghasilan yang diterima tenaga kerja baik berupa uang 

dan barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.
71

 

Menurut Afzalur rahman memberikan pengertian bahwa upah 

merupakan sebagian harga dari tenaga (perkerjaan) yang dibayarkan 

atas jasanya.
72
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Wahbah Zuaili dalam buku karangan yang berjudul „Fiqih Iman 

Syafi‟I‟ menerangkan bahwa pada garis besarnya ujrah terdiri atas : 

1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang. 

2) Pemberian imbalan akibat suatu perkerjaan yang dilakukan 

seseorang.
73 

Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan suatu 

pembahasan dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab ijarah. Secara 

bahasa ijarah dan ujrah mempunyai makna upah, sewa jasa, atau 

imbalan.
74

 

Konsep upah muncul dalam kontral ijarah, yaitu pemiikiran jasa 

dari seseorang ajir (orang yang dikontrakkan tenaga nya) oleh musta’jir 

(orang yang mengontrak tenaga). Ijarah  merupakan transaksi terhadap 

jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan 

inilah yang disebut al-ujrah atau upah. 
75 

b. Dasar hukum Upah (ujrah) 

1) Dasar hukum dalam Al-Qur‟an 

a) Surat at-Thalaq ayat 6 

                 

                       

                                                             
73

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatullah, Jilid 5, (Jakarata : Gema Insani, 2011) h.180 
74

 Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia,  (Jakarta:PT  Hidakarya Agung,1989),h.34  
75

 Hendi Suhendi,Fiqh Muamalah,…h.115 



                        

           
76 

 Artinya : “Tempat kan lah mereka (para isteri) dimana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika 

mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan  jika kamu menemui 

kesulitan maka perempuan lain boleh menyusuinya”.
77

 

 

b) Surat Al-Baqarah ayat 233 

                      

                        78  

Artinya : dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
79
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2) Dasar hukum dalam hadist Nabi SAW 

a) Hadist tentang mengembala kambing dengan upah Qarith 

 Dari abu Hurairah r.a bahwa rasulullah SAW bersabda : 

لاَّ رَعَى امْ مَا بعََثَ 
ِ
ُ نبِيًّا ا ابهُُ وأ نتَْ فقََال. نعََمْ كُنْتُ اللََّّ . فقََال أَصَْْ غَنَََ

..حْلِ مَكَّةَ علَََ قرََارِ يطَ لأَ  حَاأَرْعاَ 
80
 )رواه...( 

Artinya : "Tidak lah Allah mengutus seseorang Nabi kecuali 

menggembala kambing‟‟. Para sahabat bertanya , „„dan engkau 

juga?‟‟ beliau menjawab, „„iya, dulu aku menggembala kambing 

milik penduduk mekkah dengan upah Qarith." (HR Bukhari)  

 

b) Hadist tentang membayar upah tukang bekam  

...اِ حْتجِمْ و اَ عْطِ الحجَُام أَجْرهُ 
81
 )رواه...( 

Artinya: "Dari Annas bin Malik, ia berkata, "Nabi SAW pernah 

berbekam, kemudian beliau memberi upah kepada si 

pembekam". (HR Bukhari)  

 

c) Hadist tentang keharusan membayar upah  

 

قهُُ..أ   ر  هُ قبْل  أ نْ يجِفَّ ع  82.عْطوُا الأ  جِير  أ جْر 
 )رواه...(  
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Artinya: "berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum 

keringatnya kering". (HR.Ibnu Majah) 

 

c. Bentuk-bentuk dan syarat upah  

1) Bentuk upah 

Sesuai dengan pengertianya bahwa upah bisa berbentuk uang 

yang dibagi menurut ketentuan yaitu seimbang, tetapi upah dapat 

berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua 

bentuk yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk 

barang.
83

 maksudnya upah yang diberikan itu harus bernilai yang 

dapat diperjual belikan. Jika upah yang didapat berbentuk uang 

maka barang tersebut diperjual belikan. Jika upah yang didapat 

berbentuk barang maka barang tersebut dapat dijual. Barang tersebut 

harus jelas kepemilikanya dan tidak cacat. 

Taqiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu :  

a) Upah (ajrun) musamma yaitu upah yang telah disebutkan dalam 

perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai 

dengan kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah 

ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan. 
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b) Upah (ajrun) misl’ yaitu upah yang sepadan dengan kondisi 

perkerjaanya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan 

dengan perkerjaan saja.
84

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis menyimpulkan 

upah (ajrun) musamma dan upah (ajrun) misl’ yang terpenting ada;ah 

jika seseorang memberi perkerjaan maka harus ada kesepakatan dari 

awal melakukan perjanjian yang jelas ada kerelaan antara pemberi 

kerja dengan yang menerima upah dan menetapkan upahnya untuk 

diberikan. Selain itu upah yang diberikan juga harus sepadan dengan 

perkerjaan yang diberikan. 

2) Syarat-syarat Upah 

Adapun syarat-syarat upah Taqiyudin an-Nabhani memberikan 

kriteria sebagai berikut: 

a) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa 

menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk 

upah. 

b) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan dalam akad. 

c) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh perkerja untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupanya dan keluarganya (baik dalam bentuk 

uang atau barang atau jasa). 
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d) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari 

sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi 

atau ditambahi. Upah harus sesuai dengan perkerjaan yang telah 

dikerjakan, tidaklah tepat jika perkerjaan dan upah yang diberikan 

tidak seimbang. Sedangkan berharga yang dimaksudnya adalah 

upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah 

kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara 

kedua belah pihak. 

e) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalanya, artinya 

barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, 

penipuan, dan sejenisnya.. 

f) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat misalnya 

barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk maka tidak 

boleh diberikan yang sudah basi dan tidak sedap.
85

 

d. Pembayaran Upah (ujrah) 

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan 

untuk bersikap jujur dalam semua usaha mereka, sehingga tidak terjadi 

kegiatan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan 

sendiri. Penganiaya terhadap para perkerja berarti bahwa mereka tidak 

dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai 

jatah dari hasil kerja mereka yang tidak mereka peroleh, sedangkan yang 

dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa 
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oleh kekuatan industri untuk membayar upah perkerja melebihi 

kemampuan mereka.
86

 

Ada beberapa pendapat ulama tentang sistem pembayaran upah 

antara lain : 

1) Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, 

bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini perkerjaan tidak 

dilakukan dengan cara terburu-buru, sehingga akan diperoleh 

perkerjaan yang rapih, dan sistem ini umumnya baik untuk 

perkerjaan yang lebih mementingkan kualitas yang didapat dari pada 

jumlah. Sedangkan kerugianya orang yang rajin berkerja sama 

upahnya dengan orang yang malas berkerja. 

2)  Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya 

perkerjaan. Kebaikan dari system ini adalah buruh yang rajin akan 

mendapat upah yang lebih banyak disbanding buruh yang malas 

sedangkan keburukanya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah. 

3) Upah premi adalah upah yang mengurangi atau menghilangkan 

keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah 

borongan.
87
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e. Penentuan tarif upah ( Ujrah ) 

Menurut Ibnu Tamiyah konsep upah dan harga merupakan dua 

konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang lebih 

serupa.
88

 Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak 

banyak berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap 

digunakan oleh Ibnu Tamiyah dalam menjelaskan persoalan ini adalah 

tas’ir fial-a’mal, yang secara literal bermakna pematokan nilai harga atas 

suatu jasa perkerjaan. 

Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan untuk menjaga 

kepentingan kedua belah pihak, baik penjualan jasa maupun pembeli 

jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap 

transaksi bisnis. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, 

setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat 

diselesaikan secara adil.
89

 

f. Perbedaan tingkat upah (Ujrah) 

Perbedaan tingkat upah dapat dilihat antara pekerja intelektual dan 

pekerja kasar, antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Ada 

beberapa faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah 

yaitu
90

 : 
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1. Perbedaan jenis perkerjaan 

2. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan 

3. Pertimbangan bukan keuangan dalam memilih perkerjaan 

4. Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja 

Dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah 

diantara tingkat pekerja. Upah akan mengalami perbedaan dengan 

perbedaan nilai jasanya bukan perbedaan jerih payah tenaganya, 

meskipun jasa dalam suatu perkerjaan itu semata merupakan hasil dari 

tenaga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur‟an yaitu : 

                           

                        

      91   

Artinya :  dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. 

(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka 

usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka 

usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
92
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Berdasarkan ayat tersebut bahwa penentuan upah pekerja 

didasarkan atas kemampuan dan profesionalisme dan pendekatan Al-

Qur‟an dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan dan bakat 

ini merupakan salah satu sumbangan terpenting bagi kemajuan perdaban 

manusia.
93

 

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah 

dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.  

Pendapat Ibnu Tamiyah bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari 

harga yang adil, dalam pembahasanya ia mengatakan bahwa harga yang 

adil dan upah yang adil cukup terperinci, pemikiranya menghubungkan 

antara tingkat upah yang setara sebagai harga prinsip dasar yang 

digunakan untuk meninjaunya. Upah yang setara diatur menggunakan 

aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa 

penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-

menawar antara kedua belah pihak. 

Dalam perjanjian tentang upah atara kedua belah pihak 

diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, 

sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga todak 

merugikan kepentinganya sendiri.
94
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B. Tinjauan Pustaka 

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada beberapa 

sumber yang memiliki keterkaitan dengan peneitian yang dilakukan. 

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Achmad 

Rizal Mustofa yang berjudul “Perjanjian jual beli barang dengan 

pembayaran ditunda ditinjau dengan hukum perdata dan hukum Islam”  

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli barang yang pembayaran 

nya ditunda dan saat pembayaran terdapat kenaikan harga. Sedangkan dalam 

metode penelitian adalah metode kualitatif dan penelitian lapangan. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem yang dilakukan 

oleh pembeli menggunakan bayaran yang ditunda dengan kesepakatan 

dengan penjual. Kesepakatan ini sama-sama disetujui oleh penjual dan 

pembeli. Mengenai kenaikan harga yang diberikan oleh pihak pembeli ke 

penjual seharusnya tidak ada karena tidak dicantumkan. Kesepakatan yang 

awal hanya menyepakati harga barang pada waktu itudan pembayaran nya 

sesuai kesepakatan. Tambahan harga ini termasuk dalam riba nasi’ah 

sehingga pembeli tidak wajib untuk menyerahkan harga tambahan. 

2.  Penelitian selanjutnya  yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari 

Wiken Widya Ningrum  yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di 

Awal” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual Upah jasa yang 



tanpa ada akad dia awal nya. Sedangkan dalam metode penelitian 

menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui, 

observasi, interview. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pembayaran upah yang 

terjadi di Toko Rava Komputer merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan 

yang sudah menjadi hal biasa atau lumrah secara terus menerus sehingga 

dalam praktek salah satu pihak tidak mengetahui upah yang dikenakan. 

Dalam hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Islam, pemberian 

upah pemeriksaan barang rusak ini  yang diberlakukan pihak took adalah 

akad yang tidak sah karena bertentangan dengan hukum Islam yang 

menyebabkan adanya riba dan gharar. Begitu pula dengan pendapat 

konsumen yang sebagian menganggap hal ini memang sudah lumrah 

dikalangan teknologi tetapi alangkah baiknya jika penarikan upah 

diberitahukan pada saat awal kontrak sebab konsumen merasa haknya 

dipergunakan dan merasa tidak adanya keterpaksaan yang dialami oleh 

konsumen. 

3. Penelitian selanjutnya  yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari 

Kurniawati Safitri yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik 

jasa service mobil”. Metode yang digunakan adalah survey yang bersifat 

deskriptif. Tekhnik mengunpulan data dilakuan dengan wawancara, 

observasi langsung. 

Berdasarkan hasil penelitian, akad antara pemilik bengkel dengan 

pelanggan sudah sesuai dengan hukum islam. Praktik akad yang terjadi di 
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